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SOP PELAYANAN SIDANG TERPADU 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1. UU No .7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 
2009 

2. UU No. 23 Tahun 2006 y.s.d.u UU No. 24 Tahun 2013 
dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil. 

3. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 
4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II 
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 
peradilan 

6. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar 
pelayanan peradilan 

7. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan. 

8. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama 

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan 

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung 
dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pelayanan Sn pemeriksaan Perkara 
Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. 

 

1. Memahami Proses Persidangan  
2. Memiliki kemampuan dalam Persiapan Sidang 
3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi 

Kepaniteraan (BINDALMIN) 
4. Menguasai Aplikasi SIPP  
5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara  
6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

1. SOP Penerimaan Perkara, SOP Pemanggilan 
Para Pihak 
 

 

1. Data-data pendukung 
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 
3. Jaringan internet 
 

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan 
Apabila persidangan tidak dilaksanakan tepat waktu, maka 
tidak akan terwujud prinsip peradilan cepat dan biaya ringan. 
Apabila kerja sama dengan pemerintah daerah dan 
kementrian agama tidak terjalin dengan baik, maka sidang 
terpadu tidak terlaksana dengan baik dan lancar. 

 

1. Berkas Perkara 
2. Aplikasi SIPP 
3. Penetapan Majelis Hakim 
4. Penetapan Hari Sidang 
5. Surat Penunjukan Panitera Pengganti/JSP 
6. Relaas  
7. Slip Setoran 
8. Surat Permohonan/Gugatan 

 

 
 



 

SOP PELAYANAN SIDANG TERPADU 
 

No. Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Portir PP Hakim  

Persyaratan /  
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 Mempersiapkan berkas yang 
akan disidangkan. 

      Jas sidang, 
toga, kertas, 
alat tulis, 
berkas perkara 
dan Instrumen 
persidangan 

15 
Menit 

Terlaksananya 
tugas Panitera 
Pengganti 
untuk 
menyiapkan 
persidangan 

 

2 Membuat ceklist persidangan       Formulir 
Ceklist, alat 
tulis 

10 
menit 

Ceklist 
Persidangan 

 

3 Memberi nomor urut 
persidangan sesuai dengan 
antrian Para Pihak. 

      PC, mesin 
antrian sidang, 
kertas, alat 
tulis  

5 
Menit 

Nomor urut 
persidangan 

 

4 Mengumumkan kepada Para 
Pihak yang akan sidang 
supaya mengikuti 
persidangan dengan tertib 
dan teratur supaya tidak 
membuat kegaduhan. 

      Alat 
pengamanan 

5 
Menit 

Tertibnya 
persidangan 

 

5 Mengumumkan sidang akan 
segera dimulai dan meminta 
para pihak mempersiapkan 
diri. 

      Pengeras 
Suara, Daftar 
Sidang 

5 
Menit 

Pengumuman 
Sidang 

 

6 Membuka persidangan       Mic, Sound 
system, Palu 

2 
menit 

Dibukanya 
persidangan 

 

7 Melaksanakan persidangan 
sampai membacakan 
putusan/penetapan 

   Mic, Sound 
system, Palu 

30 
menit 

Putusan/ 
Penetapan 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


